



PENDAHULUAN    
A. Latar Belakang 
 Undang-undang pernikahan nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum 
Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1  
Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan 
nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan 
sosial, psikologi, dan agama. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh 
dan kokoh yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral 
dan religius.2 Sebagaimana syarat sahnya perkawinan apabila calon 
mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya istri, harus adanya wali, dan akad nikahnya dihadiri para 
saksi.3 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 disebutkan bahwa: Agar 
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 
“harus” dicatat. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1946 Jo. UU. No.32 
________________________________________________________________________ 
1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas,  Fiqih Munakahat. 
Cetakan ke-1, Terjemahan Oleh Abdul Majid Khon. (Jakarta : PT. Amzah. 2001), 39-40. 
3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat. Cetakan ke-4, (Jakarta : Kencana, 2010), 49 
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Tahun 1945. Selanjutnya dalam pasal 6 dipertegas bahwa untuk memenuhi 
ketentuan dalam pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan 
dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Apabila 
terdapat perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 Al Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah 
dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah.4 
Untuk menjamin terlaksananya tujuan perkawinan banyak Undang-undang 
yang mengatur tentang pernikahan, salah satunya adalah pernikahan 
mengenai wanita hamil. Dewasa ini kasus seorang yang menikah dalam 
keadaan hamil semakin merebak di masyarakat. Sudah jelas kita ketahui 
bahwa hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina dan sudah pasti dosa 
besar. Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), pasal 53 dari BAB VIII berisi (3) ayat, yaitu : 
1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria 
yang menghamilinya. 
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. 
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.  
Dilihat dari KHI pasal 53 tersebut secara Legal Formal Kelurahan tidak 





hal tersebut bukanlah wewenang dari Kelurahan. Namun, sebagai sebuah 
lembaga yang bertanggung jawab dan menginginkan masyarakatnya 
memiliki norma yang baik, maka dibutuhkan ketegasan dalam menghadapi 
fenomena tersebut. 
 Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum kepada anak yang dikandungnya dan untuk 
mencegah adanya status anak zina. Dalam setiap pernikahan yang akan 
dicatatkan pastinya harus mendapatkan persetujuan dari pihak Kelurahan 
agar bisa mendaftarkan untuk dicatatkan di KUA. Kebijakan yang 
diberlakukan di Kelurahan Temas ini merupakan pendidikan moral terhadap 
masyarakat 
  Dalam hal ini salah satu cara untuk menanggulangi adanya nikah 
hamil modin Kelurahan Temas menetapkan kebijakan yang ekstrem yaitu 
menolak pernikahan yang mempelai wanitanya dalam keadaan hamil. 
Walaupun pernyataan ini mungkin pahit didengar oleh kalangan masyarakat 
yang dewasa ini marak terjadinya kasus hamil diluar nikah. Pada kasus yang 
terjadi di Kelurahan tersebut ketika ada seorang yang hendak menikah dan 
diketahui bahwa wanitanya sudah hamil maka secara tegas Kelurahan 
tersebut tidak memberi surat pengantar pernikahan untuk dibawa ke KUA, 
yang peraturan ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Kantor Urusan 
Agama (KUA) sebagai unit kerja terdepan Kementerian Agama 
melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam yang 
merupakan satu-satunya Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan 
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pencatatan perkawinan di kalangan umat Islam. Akan tetapi tanpa adanya 
surat pengantar dari Kelurahan maka, KUA tetap tidak berani mencatatkan 
penikahan tersebut. Kelurahan Temas adalah satu-satunya Kelurahan di 
Kota Batu yang menolak memberikan izin menikah untuk wanita yang 
sudah hamil. Dari sini peneliti tertarik untuk mengkaji pengambilan 
kebijakan tersebut, kebijakan yang berbeda dari hokum positif ini pasti 
memiliki alasan dan dasar yang patut dipertimbangkan dan diteliti. Dari 
latar belakang tersebut penulis akan meneliti apa latar belakang dan dasar 
hukum yang yang menjadi landasan dalam kebijakan tersebut. Maka, 
peneliti akan membahas lebih jauh hal tersebut dalam bentuk skripsi yang 
berjudul “KEBIJAKAN DESA DALAM MENOLAK PERNIKAHAN 
PASANGAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (Studi Kasus di Kelurahan 
Temas, Kota Batu). Dalam hal ini perspektif Hukum Islam yang akan 
dianalisis oleh penulis adalah pendapat dari para madzhab dan dan hukum 
positif yang akan dikaji adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 










B. Rumusan Masalah 
1. Apa landasan yang melatar belakangi munculnya kebijakan Kelurahan 
Temas dalam menolak pernikahan pasangan hamil diluar nikah?  
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam kebijakan Kelurahan Temas 
dalam menolak pasangan hamil diluar nikah? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Positif dalam kebijakan Kelurahan Temas 
dalam menolak pasangan hamil diluar nikah? 
C. Tujuan dan Kontribusi 
 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk mengetahui latar belakang dan landasan diberlakukannya 
peraturan menolak pernikahan pasangan hamil yang sudah berlaku 
selama kurang lebih 5 tahun di Kelurahan Temas. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam kebijakan 
penolakan nikah hamil tersebut. 
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum positif 
yang berlaku dalam penolakan nikah hamil yang diberlakukan di 
Kelurahan Temas tersebut.  
Kontribusi yang akan dicapai yaitu: 
1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kelurahan-Kelurahan lain sebagai 
referensi dalam menghadapi banyaknya pernikahan hamil di luar nikah 
yang akhir-akhir ini terjadi. 
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2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk 
mengetahui bahwa terdapat Kelurahan yang sudah memberlakukan 
peraturan menolak pernikahan hamil diluar nikah agar masyarakat dapat 
lebih berhati-hati. 
D. Penelitian Terdahulu 
1. Zainul Arifin, dalam penelitiannya yang berjudul Penolakan Kantor 
Urusan Agama (KUA) dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di 
KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen). Rumusan utama dalam 
penelitian ini adalah tentang penyelesaian kasus-kasus pernikahan janda 
hamil di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen, administrasi dan 
peperan KUA Kebumen dalam menolak perkawinan janda hamil dan 
sosialisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan KUA Kecamatan 
Kuwarasan menolak menikahkan janda hamil karena zina, menolak 
dalam artian menunda sampai anak dalam kandungan lahir.5 
2. Mokhamad Khoirul Anwar, dalam penelitiannya yang berjudul 
“Analisis Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA 
Terhadap Pengajuan Kawin Hamil” (Studi kasus di KUA Junrejo). 
Rumusan utama dalam penelitian ini adalah landasan Yuridis dan 
landasan Sosiologis penolakan KUA Junrejo terhadap pengajuan nikah 
hamil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil 
________________________________________________________________________ 
5 Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menikahkan Janda Hamil 
(Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).  
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penelitian menggambarkan bahwa KUA Junrejo menolak pasangan 
nikah hamil dapat dinikahkan dan dicatatkan setelah anak yang 
dikandungnya terlahir dengan tujuan mengurangi adanya kasus hamil 
diluar nikah.6 
  Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis memiliki perbedaan fokus 
dan obyek kajian dengan peneliti sebelumnya. Peneliti pertama fokus 
pada kawin hamil seorang janda sedangkan yang penulis teliti adalah 
wanita hamil seorang yang masih perawan atau belum pernah menikah. 
Pada peneliti kedua fokus pada obyeknya yaitu KUA sedangkan yang 
akan penulis teliti adalah wilayah Kelurahannya. Penulis melakukan 
penelitian terkait apa landasan wilayah Kelurahan yang tidak 
memberikan surat pengantar ke KUA untuk menikahkan wanita yang 
sudah hamil.  Keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti 
tentang penolakan kawin hamil. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah empiris sosiologis atau bisa disebut penelitian 
lapangan, dengan pendekatan kualitatif, yakni sebuah proses 
penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, 
berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan 
________________________________________________________________________ 
6 Mokhamad Khoirul Anwar, “Analisis Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan 
KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil”, ( Fakultas Agama Islam dan Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2012). 
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kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan 
disusun dalam sebuah latar ilmiah.7 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini diperoleh dari dua data, yaitu data primer dan 
data sekunder. 
a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung 
dari individu-individu yang diselidiki. Informan adalah orang 
yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah 
yang diajukan.8 Informan dari penelitian ini adalah Bapak modin 
Kelurahan Temas yang menerapkan peraturan menolak 
pernikahan hamil diluar nikah dan juga Bapak kepala KUA Kota 
Batu. 
b. Data sekunder yaitu sumber data yang ada dalam pustaka-
pustaka, Sumber data sekunder bisa didapat atau diperoleh 
dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat 
diperoleh dari arsip, dokumen, data-data, foto-foto yang dipakai 
dalam menerapkan pernikahan di Kelurahan Temas Kota Batu 
tersebut. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : 
  
________________________________________________________________________ 





a. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
atau pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.9 Wawancara ini digunakan untuk mengungkap 
data penolakan kawin hamil dan perkembangan setelah 
berlakunya peraturan tersebut di Kelurahan Temas Kota Batu. 
Wawancara ini dilakukan peneliti dengan mewawancarai 
seorang yang telah menetapkan kebijakan penolakan 
perkawinan hamil tersebut dan juga pihak-pihak terkait seperti 
Kepala KUA, Perangkat Desa, tokoh masyarakat serta warga 
yang ada di sekitas Kelurahan Temas. 
b. Observasi 
Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan pengamatan langsung ketengah lapangan 
penelitian dengan pencatatan yang sistematis terhadap fakta 
yang dihadapi.10 Disini peneliti akan terjun ke wilayah 
Kelurahan temas untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan 
________________________________________________________________________ 
9 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2004), 186. 
10 Sutrisno Hadi, Motode research I, (Yogyakarta : UGM. 1969), 20 
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perkembangan mengenai peraturan penolakan kawin hamil 
tersebut. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 
sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat 
data-data yang diperoleh melalui sumbersumber data diatas. 
Dokumentasi di dalam penelitian ini diperlukan untuk 
memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan, setelah 
terkumpulnya data yang diperoleh dari lapangan tersebut, 
selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif.11  
4. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka 
pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan, diuraikan secara logis 
dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-





diinformasikan kepada orang lain.12 sebagai bahan penguatan penulisan 
ini peneliti akan mencari data yang ada di Kelurahan Temas melalui 
Modin dan perangkat Kelurahan dan juga di KUA Batu. 
F. Sistematika Pembahasan 
Bab I PENDAHULUAN 
 Untuk memudahkan penelitian dalam pembahasan ini, maka dalam bab  
sistematika pembahasan ini berisi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kontribusi, penelitian terdahulu, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan.  
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan kajian tentang tinjauan pustaka yang 
berkaitan dengan Pernikahan beserta syarat rukunnya, pernikahan hamil, 
kebijakan Kelurahan, hukum Islam dan Hukum Positif yang sesuai dengan 
permasalahan penolakan pernikahan pasangan hamil di luar nikah dan akan 
diuraikan pengertian serta pembahasan di setiap pokok permasalahan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 
Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Analisa terhadap 
hasil penelitian yang telah diperoleh dari Kelurahan Temas, Kecamatan 
Batu, Kota Batu dengan menggunakan pendekatan yang telah dipilih. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai latar belakang dan proses 
________________________________________________________________________ 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis, dan R&D. cetakan kr-18. (Bandung : 
PT. Alfabeta 2013), 244 
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perkembangan serta efektifitas penolakan nikah hamil yang diberlakukan di 
Kelurahan Temas, Kota Batu tersebut. 
BAB IV : PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran  
